BUPATI SERDANG BEDAGA!
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 3& TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN
RINCIAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN PENDANAAN
PENYETARAAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA DANA BAGI
@ HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN

Menimbang

KABAG

HUKUM .
EAS ‘
PER-UU-AN ﬂfz

SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

a. bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan .
pertumbul':Lan ekonomi nasional, penurunan penerimaan:
negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan,
sehingga :_'diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk
melak_ukan'_' penyelamatan kesehatan dan perekonomian
nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring;
pengaman; sosial (social safety net) serta pemulihan;
perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat'

yang terdampak ;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (2).

Peraturan :Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas :Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka. menghadapi ancaman yang Imemba.hajra.kani

perekonomijan nasional dan/atau stabilitas sistem kedangan, '

_ ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara |

termasuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk
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kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau
pemotongan/penundaan penyaluran Transfer ke Daerah dan

Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Serdang Bedagai Nomor 13 tahun 2020 tentang Tata Cara
Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa, Alokasi Dana
Desa dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala
Desa dan Perangkat Desa, Serta Dana Bagi Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2020 ;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di
Provinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
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Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, secbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa;,

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan
Tertentu ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 ;

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
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Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 / PMK.07 / 2015
tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana
Perimbangan terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi
Dana Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7
Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019
tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
Tentang Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah ;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 / PMK. 07 / 2020
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi
ancaman yang membahayakan perekonomian nasional ;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019

Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang /
Jasa Di Desa ;

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10
Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7
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Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran
2020; '

Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Serdang
Bedagai;

Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 53 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penghasilan Tetap dan Jaminan Kesehatan dah
Jaminan Kétenagakexjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa, Tunjangan bagi Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020;

Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Serdang
Bedagai;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 13 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN
RINCIAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN
PENDANAAN PENYETARAAN SILTAP KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA ,SERTA DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI TAHUN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata

Cara Herhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan:
Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa serta
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Serdang .
Bedagai Tahun 2020 diubah sebagai berikut :
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Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2020 diubah sebagai berikut :

1. Keter

ntuan Pasal 8 ditambahkan 3 {tiga) ayat yaitu ayat (6), ayat (7) dan ayat (8),

sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

M ©

(4)

O

(5}

Al

Pasal 8
bkasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala

Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBD Kabupaten Serdang

Bedagai.
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okasi Dana Desa dan Bantuan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan
rangkat Desa sebagaimaﬁa dimgksud pada ayat (1) disalurkan Pemerintah
ierah dengan cara per;ﬁridahbukuan dari RKUD ke RKD yang besarannya
letapkan melalui Peraturan Bupati.

idan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) menyalurkan Alokasi Dana Desa
DD) dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP sebagaimana dimaksud
da ayat (1) dan dilaksanakan dalam 2 (dua)} semester, yaitu semester
rtama sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan paling cepat bulan
muari tahun anggaran berjalan dan paling lambat bulan Juni tahun

1ggaran berjalan, dan semester akhir tahun sebesar 60% (enam puluh

rsen) disalurkan paling cépat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

nyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan
LTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa semester pertama sebagaimana
maksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan
kumen permohonan beruipa :

APB Desa tahun anggaran berjalan yang telah dibahas bersama BPD;
Laporan Realisasi pelaksanaan APB Desa semester akhir tahun sebelumnya;
nyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan

—11 ala Desa dan Perangkat Desa semester akhir tahun sebagaimana
EXAM"‘ §J ada ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan

EABAG

(6}

HUKUM ¢

da

Pe

K] ermohonan berupa Laporan Realisasi pelaksanaan APB Desa
S rtama.

nyalurar] Alokasi Dana Desa- (ADD) dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan

EASUBEA
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LFAP,;Kebala Desa dan Perangkat Desa semester akhir tahun sebagaimana

hkdtd pada ayat (3) dilakukan dalam 2 (dua) kali dengan besaran :

v

a.
b.

Penyaluran pertama sebesar 30% (tiga puluh persen);
Penyaluran kedua sebesar 30% (tiga puluh persen);
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{8)

Penyaluran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat {7) disalurkan setelah

Desa menyampaikan dokumen permohonan berupa Laporan Realisasi

pelaksanaan APB Desa semester pertama dan untuk penyaluran kedua
disalurkan tanpa dokumen persyaratan.

Pasal II

an Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
ctahumya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupatl
X ANTEN Afdrinya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

KABAG ﬁ} Ditetapkan di Sei Rampah.
HUKUM ~ pada tan 22 Okxober 2C20
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Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 22 OkXoeee 2020
SEKRETARIS DAERA UPATEN SERDANG BEDAGAI,

T e

H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020
NOMOR 4\

3
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Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Tembusan:

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Oktober 2020

188, 34/5446/0FDA Yth. Gubernur Sumatera Utara
: di

Persetujuan Penandatanganan

Rancangan Peraturan Bupatl Medan

Serdang Bedagal.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 188.342/7830/2020 Tangga!i 19 Oktober 2020 Perihal Pemberlan izin

tertulls atas Pembahasan Ranperkada, dengan hormat disampaikan hal-hal
sebagal berikut:

1. Melalul surat tersebut di atas, Pjs. Bupati Serdang Bedagal memohon
persetujuan kepada Menteri Dalam Megerl. untuk melakukan
penandatanganan Rancangan Peraturan Bupatl tentang Tata Cara
Perhitungan dan Pembaglan Rincian Dana Desa, Alokasl Dana Desa, Serta
Dana Bagl Hasll Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten
Serdang Bedagal Tahun 2020.

2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian
dengan hasil telah sesual dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d
Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 1 Tahun 2018 tetang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cutl
di Luar Tanggungan Negara Bagl Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupatl, Serta Wall Kota dan Wakil Wall Kota Jo Pasal 110 ayat (4)
Peraturan Menterl Dalam Negeri Normor 120 Tahun 2018 tentang
FPerubahan Atas Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa Pjs. Bupatl
mempunyal tugas dan wewenang melakukan pembahasan dan
menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis
dari Menterl Dalam Negerl.

3. Berpedoman pada ketentuan diatas, pada prinsipnya Pjs. Bupatl Serdang
Bedagal disetujul untuk melakukan penandatanganan rancangan
Peraturan Bupati sebagalmana tersebut di atas.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Saudara Gubernur sebagal
Wakil Pemerintah Pusat, menyampalkan persetujuan penandatanganan
rancangan Peraturan Bupati dimaksud kepada Pjs. Bupatl Serdang
Bedagal.

Demikian untuk menjadi m pelaksanaannya.
nj /:Hmi“‘c. . pel Y

[,

1. Menterl Dalam Negerl;
2. Penjabat Sementara Bupati Serdang Bedagal.



